
 

History:  

Received : 19 May 2023 

Revised : 07 June 2023 

Accepted : 09 June 2023 

Published : 15 June 2023 

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung 

Licensed: This work is licensed under  

Attribution-NonCommercial-No 

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) 

 

 

Jurnal Darma Agung  
Volume: 31, Nomor:3, June 2023,40-49 

https://doi.org.10.46930/v.31.i3.3253 
 

P-ISSN:0852-7296 

E-ISSN:2654-3915 
 

PERAN NEGARA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK 

EKONOMI & POLITIK PENYANDANG DISABILITAS 

 
Nastitie Kusuma Anggraini1  Heru Susetyo2 

1,2 Universitas Indonesia, Indonesia 

Corresponding Author :nk.anggraini@gmail.com1,  hsusetyo@ui.ac.id2 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pemenuhan dan 

perlindungan hak asasi penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan hak ekonomi dan politik. 

Negara memegang peran penting dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak asasi penyandang 

disabilitas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berikut berbagai 

peraturan perundangan lainnya yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas kemudian 

hadir sebagai bukti pengakuan serta upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat 

penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada 

belum dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

merumuskan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara untuk meningkatkan upaya 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas, khususnya ditinjau dari aspek hak 

ekonomi dan politik. 

Kata kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Hak Politik 

 

Abstract 

This study aimed to provide an overview of the condition, fulfillment, and protection of the human rights of 

persons with disabilities, particularly their economic and political rights. The state plays an essential role in 

protecting and fulfilling the human rights of persons with disabilities. Indonesian Law Number 8 of 2016 

concerning Persons with Disabilities, along with other laws and regulations that accommodate the interests of 

persons with disabilities, have presented as evidence of recognition and efforts of the state in protecting the persons 

with disabilities, but in reality, those various existing laws and regulations cannot be implemented effectively. 

Therefore, this study tries to be a reference in formulating what actions the state can take to protect and fulfill the 

human rights of persons with disabilities, especially regarding economic and political rights. 

Keywords: Disabilities, Human Rights, Economic Rights, Political Rights 

 

PENDAHULUAN 

Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights dalam konsep dasar dapat dipahami 

sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena fitrahnya sebagai manusia 

(Kaarnavaara-puutio, 2021);(Ratu, 2018). Umat manusia memilikinya bukan karena 

diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan kepada suatu hukum positif, namun 

berdasarkan martabatnya sebagai umat manusia. Istilah human rights mulai fasih 

dikenal di kalangan masyarakat usai berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. 

Terdapat dualisme pendapat mengenai sifat dari HAM itu sendiri. Ada pendapat 

yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal. HAM berangkat dari konsep 
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universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal 

yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan 

keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat 

diidentifikasi secara rasional (Nurhadi, 2019). Universalisme HAM menganggap 

individu merupakan unit sosial yang memiliki hak-hak yang melekat dan mengarah 

pada pemenuhan kepentingan pribadi. 

Di sisi lain muncul pendapat yang memandang konsep HAM bukan merupakan 

suatu hal yang sepenuhnya universal, namun memiliki keterkaitan dan dipengaruhi 

situasi dan kondisi yang melingkupi suatu kelompok manusia. Negara-negara 

berkembang cukup banyak yang menganut persepsi relativitas HAM ini. Konsep ini 

berasal dari teori relativitas budaya (cultural relativist theory) yang cukup berbanding 

terbalik dengan teori hak alami (natural rights theory) (Purwoko, 2018);(Sumarwinati & 

Ratnasari, 2019). Teori ini menganggap manusia merupakan produk dari lingkungan 

sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat 

menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang 

manusia, termasuk dalam hal yang terkait dengan HAM (Firmando, 2020). 

Pemenuhan HAM merupakan amanat kemanusiaan yang wajib dilaksanakan. 

Terdapat dua mekanisme yang dianut dalam sistem HAM internasional untuk 

memantau kepatuhan dari negara-negara pihak konvensi-konvensi yang sudah 

diratifikasi yakni berdasarkan piagam (charter based mechanism) dan berdasarkan 

perjanjian (treaty based mechanism). 

Konstitusi dalam sebuah Negara mencerminkan hubungan yang signifikan antar 

Negara dan rakyat. Kehadiran konstitusi merupakan conditio sine qua non bagi sebuah 

Negara. Konstitusi tidak hanya memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

mekanisme kerja dari lembaga-lembaga Negara namun juga ditemukan relasi dan 

keududukan hak serta kewajiban Negara. Konstitusi merupakan suatu social contract 

antara rakyat dan penguasa (Woodcock & Johnson, 2019). Kesadaran akan pentingnya 

jaminan atas HAM sudah mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Dalam Konstitusi 

RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) memuat secara komprehensif 

jaminan atas HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adaptasi dari pasal-

pasal yang termuat dalam Universal Declaration of Human Rights.  

Umat manusia dilahirkan ke dunia tidak selalu dalam keadaan sempurna baik 

kondisi fisik maupun mentalnya. Keberadaan penyandang disabilitas dalam sebuah 

masyarakat merupakan suatu kondisi yang berpotensi memunculkan diskriminasi 

perlakuan publik. Perbedaan kondisi tersebutlah yang menyebabkan timpangnya 

interaksi sosial yang timbul antar masyarakat dan penyandang disabilitas di sekitar 

mereka . 

Indonesia merupakan Negara yang mengakui supremasi hukum sebagai alat untuk 

menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Salah satu media untuk mengukur 

kinerja suatu negara hukum, dapat ditinjau dari publikasi World Justice Project (WJP) 

Rule of Law Index yang dirilis setiap tahunnya. WJP Rule of Law Index mendefinisikan 4 

(empat) prinsip universal dalam Negara hukum yaitu akuntabilitas, hukum harus 
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terbuka, jelas, stabil dan dapat diterapkan, adanya pemerintahan yang terbuka dan 

dapat diakses dan tidak memihak.  

Prinsip tersebut lebih lanjut dijelaskan menjadi 8 (delapan) faktor yang kemudian 

dijabarkan menjadi 44 sub faktor dalam konsep pengukuran supremasi hukum. Salah 

satu faktor utama yang digunakan sebagai tolak ukur dalam WJP Rule of Law Index 

adalah tercapainya pemenuhan hak-hak dasar. Faktor ini berfokus pada hak-hak yang 

relatif sederhana atau hak-hak dasar yang ditetapkan dan dilindungi dengan tegas di 

bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam WJP Rule of Law Index 2022, 

Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 140 Negara di dunia dan menduduki 

peringkat ke 9 dari 15 Negara regional Asia Timur & Pasifik dengan skor keseluruhan 

sebesar 0,53. 
 

Gambar 1. Skor Indonesia Dalam WJP Rule Of Law Index Tahun 2021 Dan 2022 

 
 

Secalral keseluruhaln peringkalt Indonesial nalik dalri talhun sebelumnyal dimalnal paldal 

talhun 2021 Indonesial menduduki peringkalt 68 dallalm penilalialn yalng dilalnsir oleh 

WJP Rule of Lalw Index 2022. 

Dallalm hall falktor pemenuhaln halk-halk dalsalr, Indonesial menduduki peringkalt 87 

dalri 140 Negalral dengaln skor raltal-raltal 0,50. Aldalpun raltal-raltal skor globall di alngkal 0,57 

daln regionall di 0,54 yalng menunjukkaln malsih lemalhnyal Indonesial dallalm peneralpaln 

perlindungaln terhaldalp halk-halk dalsalr malsyalrkaltnyal. Galp terbesalr dallalm indikaltor ini 

aldal paldal sub falktor terpenuhinyal perlalkualn non diskriminalsi, halk hidup daln altals 

ralsal almaln sertal kebebalsaln beralgalmal. Sub falktor non diskriminalsi merupalkaln balgialn 

yalng eralt kalitalnnyal dengaln pemenuhaln HAlM. Selalin itu, Universall Humaln Rights 

Index jugal dalpalt digunalkaln dallalm hall mengukur pralktek peneralpaln daln 

perlindungaln HAlM melallui halsil observalsi daln rekomendalsi yalng dikelualrkaln oleh 

sistem monitoring HAlM dalri Perserikaltaln Balngsal-Balngsal.  

Berdalsalrkaln uralialn di altals, alrtikel ini alkaln menguralikaln balgalimalnal peraln negalral 

dallalm memenuhi daln melindungi halk alsalsi penyalndalng disalbilitals di Indonesial, 

khususnyal ditinjalu dalri alspek ekonomi daln politik. 

 

METODE PENELITIALN 

Metode penelitialn yalng digunalkaln yalitu yuridis normaltif berdalsalrkaln kondisi 

pemenuhaln halk alsalsi penyalndalng disalbilitals ditinjalu dalri alspek ekonomi daln politik 

di Indonesia (Rahmawati, 2020);(Ratu, 2018);(Juliani, 2020)l. 

Pendekaltaln yalng digunalkaln Penulis dallalm penelitialn ini dengaln mengkalji daltal 

sekunder berupal peralturaln perundalng-undalngaln khususnyal Undalng-undalng No. 8 

Talhun 2016 tentalng Penyalndalng Disalbilitals daln peralturaln terkalit lalinnyal. 
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HALSIL Daln PEMBALHALSALN 

A. Perlindungaln daln Pemenuhaln Halk Ekonomi Penyalndalng Disalbilitals 

Halk Ekonomi tidalk dalpalt dilepalskaln dalri konsep halk-halk alsalsi malnusial. Kaljialn 

mengenali HAlM seringkalli terjebalk paldal terminologi halk sipil daln politik seperti halk 

untuk bebals dalri ketalkutaln daln alncalmaln jiwal, kebebalsaln berpendalpalt, berorgalnisalsi, 

jalminaln keikutsertalaln dallalm pemerintalhaln daln lalin sebalgalinya (Aswandi & Roisah, 

2019)l. Halk ekonomi, yalng terkaldalng menjaldi walcalnal yalng tidalk menjaldi fokus 

utalmal, paldalhall eksistensi halk ekonomi salmal esensiallnyal dengaln alspek HAlM lalinnyal. 

Sebalgalimalnal yalng telalh diketalhui balhwal Deklalralsi Universall Halk Alsalsi Malnusial 

dibalgi dallalm dual Kovenaln Internalsionall yalng secalral hukum mengikalt. Halk Ekonomi, 

Sosiall daln Budalyal diperlalkukaln secalral berbedal dengaln Halk Sipil daln Politik. Dallalm 

balnyalk hall perbedalaln itu dibualt-bualt kalrenal semual halk bersifalt salling tergalntung 

daln tidalk terbalgi-balgi. Tidalklalh mungkin membualt perbedalaln alntalral sumber-sumber 

halk daln kebebalsaln yalng berbedal. Dallalm sistem hukum Internalsionall konsep HAlM 

meletalkkaln kewaljibaln pemenuhaln halk-halk ekonomi, sosiall daln budalyal paldal Negalral. 

Di sisi lalinnyal, individu altalu kelompok individu mempunyali halk untuk menuntut 

pemenuhaln halk-halk ekonomi, sosiall daln budalyal yalng sallalh saltunyal melallui medial 

aldvokalsi. Tuntutaln itu beralnjalk dalri prinsip balhwal halk-halk ekonomi, sosiall daln 

budalyal merupalkaln halk hukum seperti hallnyal halk-halk sipil daln politik. 

Deklalralsi Universall Halk-Halk Alsalsi Malnusial dallalm palsall 23 Alyalt (1) menyebutkaln 

balhwal setialp oralng berhalk altals pekerjalaln berhalk dengaln bebals memilih pekerjalaln, 

berhalk altals syalralt-syalralt perburuhaln yalng aldil sertal balik daln altals perlindungaln 

terhaldalp pengalngguraln. Dallalm Internaltionall Covenalnt on Economic, Sociall alnd Culturall 

Rights talhun 1966, dallalm Palsall 6 Alyalt (1) menyaltalkaln balhwal Negalral-negalral pesertal 

perjalnjialn ini mengalkui halk untuk bekerjal yalng meliputi setialp oralng altals 

kesempaltaln memperoleh nalfkalh dengaln melalkukaln pekerjalaln yalng secalral bebals 

dipilihnyal altalu diterimalnyal daln alkaln mengalmbil tindalkaln-tindalkaln yalng lalyalk 

dallalm melindungi halk ini. Hall tersebut ditegalskaln kemballi dallalm instrumen hukum 

nalsionall, Undalng-undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk Alsalsi Malnusial.  

Penyalndalng disalbilitals memiliki kedudukaln, halk daln kewaljibaln yalng salmal daln 

setalral dengaln malsyalralkalt lalinnyal. Pengalkualn keberaldalaln malsyalralkalt penyalndalng 

disalbilitals diwujudkaln dengaln lalhirnyal berbalgali peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng melindungi halk-halk penyalndalng disalbilitals alntalral lalin seperti Undalng-undalng 

Nomor 9 Talhun 1999 tentalng Halk Alsalsi Malnusial, Undalng-undalng Nomor 13 Talhun 

2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln sebalgalimalnal diubalh dengaln Undalng-undalng Nomor 6 

Talhun 2023 tentalng Penetalpaln Peralturaln Pemerintalh Penggalnti Undalng-undalng 

Nomor 2 Talhun 2022 tentalng Ciptal Kerjal Menjaldi Undalng-undalng, Undalng-undalng 

Nomor 8 Talhun 2016 tentalng Penyalndalng Disalbilitals, Peralturaln Presiden Nomor 68 

Talhun 2020 tentalng Komisi Nalsionall Disalbilitals daln peralturaln lalinnyal. 

Sebalgali balgialn dalri walrgal negalral Indonesial, penyalndalng disalbilitals berhalk 

mendalpaltkaln perlalkualn khusus yalng dimalksudkaln sebalgali upalyal malksimallisalsi 

penghormaltaln, pemaljualn, perlindungaln daln pemenuhaln halk alsalsi malnusial 

universall. Penyalndalng disalbilitals perlu diberi kesempaltaln yalng salmal untuk 
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beralktifitals selalyalknyal malnusial paldal umumnyal. Tidalk aldal sualtu kealdalaln yalng dalpalt 

mementalhkaln altalu menguralngi halk-halk walrgal penyalndalng disalbilitals dengaln walrgal 

negalral lalinnyal.  

Palsall 5 alyalt (1) Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 2016 tentalng Penyalndalng 

Disalblitals secalral galris besalr menyebutkaln halk-halk penyalndalng disalbilitals. Lebih 

lalnjut dijelalskaln kemballi dallalm Palsall 11 dallalm kalitalnnyal dengaln Halk Pekerjalaln, 

penyalndalng disalbilitals berhalk memperoleh pekerjalaln pekerjalaln yalng 

diselenggalralkaln oleh Pemerintalh, Pemerintalh Daleralh, altalu swalstal talnpal Diskriminalsi 

daln memperoleh kesempaltaln dallalm mengembalngkaln jenjalng kalrier sertal segallal halk 

normaltif yalng melekalt di dallalmnyal.  

Balgialn Keempalt Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 2016 tentalng Penyalndalng 

Disalblitals Palsall 45 menyebutkaln balhwal Pemerintalh daln Pemerintalh Daleralh waljib 

menjalmin proses rekrutmen, penerimalaln, pelaltihaln kerjal, penempaltaln kerjal, 

keberlalnjutaln kerjal, daln pengembalngaln kalrier yalng aldil daln talnpal Diskriminalsi 

kepaldal Penyalndalng Disalbilitals. Paldal pralkteknyal, pengalturaln yalng tercalntum dallalm 

tialp-tialp peralturaln perundalng-undalngaln tersebut belum dalpalt terpenuhi dengaln 

balik. Sebalgali contoh, Palsall 53 Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 2016 tentalng 

Penyalndalng Disalbilitals menyebutkaln balhwal baltals minimall keterwalkilaln pekerjal 

penyalndalng disalbilitals: 

(1) Pemerintalh, Pemerintalh Daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, daln Baldaln Usalhal 

Milik Daleralh waljib mempekerjalkaln palling sedikit 2% (dual persen) Penyalndalng 

Disalbilitals dalri jumlalh pegalwali altalu pekerjal.  

(2) Perusalhalaln swalstal waljib mempekerjalkaln palling sedikit 1% (saltu persen) 

Penyalndalng Disalbilitals dalri jumlalh pegalwali altalu pekerjal.  

Menurut Purinalmi, berdalsalrkaln penelitialn dalri LPEM FEB UI talhun 2016, 

penyalndalng disalbilitals yalng berpalrtisipalsi dallalm palsalr kerjal halnyal sebesalr 51,12%, 

salngalt jaluh dibalndingkaln dengaln pekerjal non disalbilitals yalng menyentuh alngkal 

70,40%. Lebih lalnjut disebutkaln jugal balhwal halnyal sekitalr 20,7% penyalndalng 

disalbilitals dengaln kaltegori beralt yalng dalpalt mengalkses pekerjalaln.  

Berdalsalrkaln daltal dalri Survei Alngkaltaln Kerjal Nalsionall (Salkernals) BPS, paldal talhun 

2019 terdalpalt sebalnyalk 75,49% penduduk berumur 15 talhun ke altals yalng berstaltus 

sebalgali penyalndalng disalbilitals yalng bekerjal paldal sektor informall. Alngkal tersebut 

jaluh di altals persentalse pekerjal yalng bekerjal paldal sektor informall yalng beraldal di 

alngkal 54,16%. Jikal dilihalt perkembalngaln selalmal talhun 2016-2019, persentalse 

penyalndalng disalbilitals yalng bekerjal paldal sektor informall mengallalmi peningkaltaln 

yalng semulal aldal di alngkal 73,93% paldal talhun 2016 menjaldi 75,49 % di talhun 2019. 

Keterbaltalsaln pilihaln sektor pekerjalaln balgi tenalgal kerjal penyalndalng disalbilitals 

dengaln kesulitaln/fungsionall tertentu, khususnyal paldal alspek mobilitals tergalmbalr 

paldal tingginyal penyalndalng disalbilitals yalng bekerjal di sektor informall. Alkses 

infralstruktur seperti tralnsportalsi umum daln jallaln setalpalk jugal malsih aldal yalng 

kuralng ralmalh terhaldalp disalbilitals. Terbaltalsnyal kesempaltaln kerjal formall daln alkses 

infralstruktur yalng kuralng ralmalh tersebut mendorong penyalndalng disalbilitals untuk 
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menciptalkaln pelualng kerjal untuk dirinyal sendiri daln di tempalt yalng mudalh untuk 

merekal alkses. 

Kondisi tersebut kemudialn berpotensi berdalmpalk paldal rendalhnyal talralf hidup 

penyalndalng disalbilitals. Skemal dalri pembalyalraln kompensalsi altalu galji dalri pekerjalaln 

di sektor informall cenderung tidalk tetalp daln relaltif rendalh dibalndingkaln dengaln 

pekerjal non disalbilitals. Pilihaln pekerjalaln yalng tersedial pun tidalk sedikit yalng malsih 

belum dilengkalpi dengaln perlindungaln alsuralnsi malupun falsilitals lalin yalng sesuali 

dengaln peralturaln ketenalgalkerjalaln.  

Berdalsalrkaln Universall Humaln Rights Index yalng dimualt dallalm Kesimpulaln Lalporaln 

untuk Indonesial oleh Komite Halk-Halk Penyalndalng Disalbilitals, terdalpalt beberalpal 

poin yalng menjaldi perhaltialn daln rekomendalsi terkalit pemenuhaln halk-halk 

penyalndalng disalbilitals . Terkalit dengaln perlindungaln daln penghormaltaln terhaldalp 

halk ekonomi, temualn daln rekomendalsi yalng didalpalt untuk Indonesial alntalral lalin: 

1. Terminologi dallalm berbalgali undalng-undalng daln peralturaln lalinnyal 

menggalmbalrkaln ketidalksetalralaln daln diskriminaltif. 

2. Belum efektifnyal implementalsi Undalng-undalng No. 8 Talhun 2016 tentalng 

Penyalndalng Disalbilitals di semual tingkalt pemerintalhaln. 

3. Kuralngnyal pemalhalmaln altals kebutuhaln daln potensi penyalndalng disalbilitals. 

4. Minimnyal keterlibaltaln penyalndalng disalbilitals dallalm peningkaltaln kesaldalraln 

tentalng halk-halk penyalndalng disalbilitals. 

5. Belum aldalnyal peralturaln yalng mengaltur mengenali alksesibilitals daln straltegi 

yalng komprehensif di semual tingkalt pemerintalhaln. 

6. Lalngkalh-lalngkalh yalng dialmbil untuk mempromosikaln halk ketenalgalkerjalaln 

penyalndalng disalbilitals di sektor swalstal tidalk cukup untuk memalstikaln alkses 

ke palsalr tenalgal kerjal terbukal balgi penyalndalng disalbilitals, terutalmal 

perempualn penyalndalng disalbilitals, yalng sering menghaldalpi diskriminalsi 

berbalsis gender daln kesenjalngaln upalh yalng lebih besalr. 

7. Kondisi fisik, sikalp, keterbaltalsaln komunikalsi di lingkungaln menghalmbalt alkses 

penyalndalng disalbilitals ke lalpalngaln kerjal. 

 

B. Perlindungaln Terhaldalp Halk Politik Kelompok Disalbilitals 

Dallalm lingkup normal internalsionall, HAlM merupalkaln stalndalr minimall balgi 

negalral. Stalndalr minimall disini menjaldi alcualn komunitals internalsionall untuk 

melalkukaln evallualsi daln penilalialn terkalit talnggung jalwalb Negalral dallalm menjallalnkaln 

tugalsnyal untuk menghormalti, melindungi daln memenuhi HAlM. Dallalm hall ini, HAlM 

menjaldi konsep hukum modern yalng secalral tegals membedalkaln alntalral Negalral daln 

walrgal negalral. Pembedalaln ini berdalmpalk paldal mudalhnyal identifikalsi pelalnggalraln 

HAlM yalng dilalkukaln oleh Negalral, daln balgalimalnal ralkyalt altalu walrgal Negalral bisal 

menggugaltnyal. 

Prinsip demokralsi merupalkaln seperalngkalt    nilali    yalng    menjaldi    dalsalr 

terwujudnyal   sistem   politik   demokraltis, prinsip-prinsip demokralsi berperaln 

penting sebalgali palndualn daln tolalk ukur keberhalsilaln sualtu negalral altalu 

pemerintalhaln  dallalm  mewujudkaln  sistem politik   yalng   demokraltis. Demokralsi 
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aldallalh rualng, palraldigmal, konsep soall kebebalsaln yalng beralkalr dalri kedalulaltaln 

ralkyalt. Demokralsi menyalngkut balgalimalnal menyikalpi kemaljemukaln, perbedalaln daln 

kondisi saltu salmal lalin yalng berbedal. Aldalnyal diskriminalsi terhaldalp saltu altalu lebih 

kelompok malupun individu dallalm sualtu malsyalralkalt halmpir dalpalt dipalstikaln 

bertentalngaln dengaln nilali-nilali demokralsi itu sendiri. Dallalm negalral demokralsi, 

ralkyalt memegalng kekualsalaln tertinggi, sehinggal sistem politiknyal halrus dilalndalskaln 

paldal kekualsalaln ralkyalt altalu kedalulaltaln ralkyalt. Indonesial merupalkaln negalral 

demokralsi yalng selallu mengupalyalkaln pelalksalnalaln kekualsalaln tertinggi beraldal di 

talngaln ralkyalt.  

Halk politik merupalkaln sallalh saltu seralngkalialn halk yalng dimiliki oleh setialp walrgal 

negalral termalsuk walrgal negalral penyalndalng disalbilitals. Halk politik bersifalt inklusif 

dimalnal semual oralng mempunyali kesempaltaln yalng salmal untuk mendalpaltkalnnyal, 

begitu pulal dengaln penyalndalng disalbilitals. Rualng lingkup halk-halk politik salngaltlalh 

luals nalmun secalral signifikaln tingkalt pemenuhaln halk politik penyalndalng disalbilitals 

dalpalt terlihalt dallalm proses pemilihaln umum.  

Penyalndalng disalbilitals memiliki halk yalng salmal untuk memilih daln dipilih dallalm 

kehidupaln berbalngsal daln bernegalral, nalmun halk untuk dipilih ini belum menjaldi 

perhaltialn serius Negalral. Sejaltinyal keterlibaltaln penyalndalng disalbilitals dallalm sistem 

politik menjaldi salngalt diperlukaln untuk menghalsilkaln kebijalkaln-kebijalkaln yalng 

berimbalng balgi setialp walrgal negalral dengaln berbalgali laltalr belalkalng daln kondisi 

(Zikri et al., 2020).  

Halmbaltaln yalng dalpalt menghallalngi kemungkinaln dipilihnyal penyalndalng 

disalbilitals sebalgali pejalbalt publik dallalm pemilu yalitu tingkalt pendidikaln penyalndalng 

disalbilitals yalng malsih rendalh. Perlu disaldalri balhwal salalt ini di Indonesial belum 

balnyalk penyalndalng disalbilitals dalpalt mengalkses daln lulus pendidikaln tinggi. Kondisi 

ini berdalmpalk paldal kuralngnyal kepercalyalaln diri penyalndalng disalbilitals untuk 

berkontestalsi dallalm pemilu. 

Dallalm lalporaln Democralcy Index 2021 yalng mengalnallisal negalral malnalkalh yalng 

malsih mengallalmi kesulitaln dallalm peneralpaln demokralsi, Indonesial menduduki 

peringkalt ke 52 dalri 167 negalral dengaln skor keseluruhaln di alngkal 6,71. Lalporaln ini 

jugal melihalt secalral rinci kuallitals pemerintalhaln demokraltis (berfungsinyal 

pemerintalhaln) daln palrtisipalsi politik, dengaln menetalpkaln pentingnyal tingkalt 

kedalulaltaln ralkyalt yalng dilalksalnalkaln.  

 
Gambar 2. Kondisi Demokrasi Global Dalam Grafik 

 

 

Gralfik tersebut menunjukkaln kondisi demokralsi dalri talhun 2008 hinggal 2021 

secalral globall. Malsing-malsing indikaltor yalng digunalkaln dallalm Democralcy Index 2021 
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terlihalt mengallalmi perubalhaln. Dalpalt dilihalt di altals, saltu-saltunyal indikaltor yalng 

mengallalmi kenalikaln halnyal komponen palrtisipalsi politik.  

Paldal periode setelalh talhun 2016, Indonesial menunjukkaln kenalikaln tren palrtisipalsi 

politik dallalm pemilihaln umum yalng diselenggalralkaln oleh Pemerintalh. Hall tersebut 

menunjukkaln peningkaltaln keterlibaltaln ralkyalt daln menjaldi sualtu alntitesis dalri 

kondisi kemunduraln demokralsi. Di sisi lalin, berdalsalrkaln daltal dalri website resmi 

KPU, paldal talhun 2019 jumlalh pemilih penyalndalng disalbilitals yalng menggunalkaln 

halk sualralnyal sebesalr 363.200 oralng. Jumlalh tersebut meliputi rekaln-rekaln 

penyalndalng tunal dalksal, tunal netral, tunal rungu daln lalin-lalin. Jumlalh tersebut 

mungkin terlihalt besalr, nalmun perlu diketalhui jugal, dallalm Dalftalr Pemilih Tetalp 

(DPT) Pemilu 2019, jumlalh totall penyalndalng disalbilitals yalng terdalftalr mencalpali 1,2 

jutal oralng, tepaltnyal 1.247.730 pemilih. Dibalndingkaln dengaln jumlalh totall DPT 

penyalndalng disalbilitals, pemilih yalng menggunalkaln halk sualralnyal halnyal sebesalr 29% 

saljal. Hall tesebut berbalnding terballik dengaln indeks demokralsi secalral keseluruhaln, 

dimalnal dallalm indeks tersebut tergalmbalrkaln balhwal palrtisipalsi politik Indonesial 

cukup balik. 

Rendalhnyal alngkal palrtisipalsi penyalndalng disalbilitals dalpalt disebalbkaln oleh 

berbalgali falktor. Dallalm Kesimpulaln Lalporaln untuk Indonesial oleh Komite Halk-Halk 

Penyalndalng Disalbilitals paldal Universall Humaln Rights Index, dallalm hall peneralpaln halk-

halk politik penyalndalng disalbilitals terdalpalt beberalpal caltaltaln balgi Indonesial alntalral 

lalin: 

1. Kuralngnyal lalngkalh-lalngkalh yalng dialmbil Negalral untuk memalstikaln palrtisipalsi 

penyalndalng disalbilitals dallalm kehidupaln politik daln publik. 

2. Minimnyal alksesibilitals terkalit tempalt pemungutaln sualral daln prosedur 

pemungutaln sualral, falsilitals daln malteri, daln informalsi tentalng pemilu. 

3. Minimnyal informalsi daln pelaltihaln balgi petugals pemilu untuk menjalwalb 

kebutuhaln alkses penyalndalng disalbilitals yalng terdalftalr sebalgali pemilih. 

Jikal merujuk paldal poin-poin tersebut di altals, jikal dikalitkaln dengaln indikaltor yalng 

digunalkaln dallalm WJP Rule of Lalw Index, dalpalt ditalrik kesimpulaln balhwal Negalral 

belum malmpu menghalpuskaln diskriminalsi balgi kelompok minoritals, khususnyal 

terkalit pemenuhaln halk alsalsi penyalndalng disalbilitals. 

 

SIMPULALN  

Berdalsalrkaln uralialn di altals, rendalhnyal jumlalh pekerjal disalbilitals di berbalgali sektor 

pekerjalaln dalpalt dipengalruhi berbalgali falktor seperti terbaltalsnyal lalpalngaln pekerjalaln 

daln pendidikaln inklusif, minimnyal alksesibilitals di lingkungaln kerjal, aldalnyal 

diskriminalsi daln lekaltnyal stigmal terhaldalp penyalndalng disalbilitals, sertal lemalhnyal 

penegalkaln hukum daln kontrol pemerintalh sertal substalnsi peralturaln yalng relaltif 

longgalr. 

Untuk mendukung almalnalt undalng-undalng mengenali keterwalkilaln kelompok 

disalbilitals dallalm dunial kerjal, dalpalt disusun sualtu palndualn daln stalndalr operalsionall 

ketenalgalkerjalaln balgi penyalndalng disalbilitals balik di sektor publik, baldaln usalhal milik 
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pemerintalh malupun swalstal yalng dihalralpkaln dalpalt berdalmpalk paldal meningkaltnyal 

talralf hidup sertal kesempaltaln kerjal penyalndalng disalbilitals. Negalral dihalralpkaln dalpalt 

membalngun alksesibilitals yalng komprehensif di berbalgali sektor balgi penyalndalng 

disalbilitals. Contoh, untuk meningkaltkaln palrtisipalsi politik penyalndalng disalbilitals, 

paldal Pemilu mendaltalng Pemerintalh halrus menyialpkaln tempalt pemungutaln sualral 

yalng mudalh dialkses sertal menyedialkaln petugals yalng dalpalt membalntu penyalndalng 

disalbilitals dallalm memberikaln sualralnyal. Implementalsi dalri peralturaln perundalng-

undalngaln dihalralpkaln dalpalt lebih efektif daln menyeluruh di seluruh tingkalt 

pemerintalhaln. 
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